PENATAAN DESA
(Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 1 Tahun 2017,

tanggal 3 Janauri 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal
28 dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, seb-
agaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Ta-
hun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undan-
gUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang
Penataan Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Repub-
hk Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tamba-
han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4916);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta-

. hun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamba-
han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6587) sebagaimaha telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tetang Perubahan Kedua atas Undang-Un-
dang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerin-
tahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indohe-
sia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan. Pelaksanaan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 ten-
tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5539) seb-
agaimana telah diubah dengan Peraturan Pemer-
intah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 ten-
tang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Re-
publik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta-
hun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Neg-
ara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 ten-
tang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Nega-
ra Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Ta-

hun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Ke- |

menterian Dalam Negeri (Berita Negara Republik
- Indonesia Tahun 2015 Nomor 564) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 !

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Ta-

hun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 20386);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun
2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
PENATAAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud
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UMAN / PERATURAN PEMERINTAH

dengan:

1.

Ppmerintah Pusat adalah Presiden Republik Inde-
nesia yang memegang kekuasaan pemerintahan
Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh
Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimak-
sud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah
dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia seb-
agaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom. ’
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjut-
nya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan
rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi
kepentingan nasional adalah seperti kawasan ter-
luar dalam wilayah perbatasan antarnegara, pro-
gram transmigrasi, dan program lain yang diang-
gap strategis.

Peraturan daerah yang selanjutnya disebut Perda
atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda
Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan den-
gan Perda.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang dise-
but dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa,
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur
dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih
Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk
dibentuk menjadi Desa baru.

10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

(n

(2)

(1}

pemerintahan dan kepentingan masyarakat se-
tempat dalam sistem pemerintahan Negara Kes-
atuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang
disebut dengan nama lain dibantu perangkat
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Desa.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut
dengan nama lain adalah lembaga yang melak-
sanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasar-
kan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara
demokratis.

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa
yang mempunyai wewenang, tugas dan kewa-
jiban untuk menyelenggarakan rumah tangga De-
sanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah
dan Pemerintah Daerah.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan
nama lain adalah musyawarah antara Badan Per-
musyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan un-
sur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal
yang bersifat strategis.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-un-
dangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah
dibahas dan disepakati bersama Badan Permusy-
awaratan Desa.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan dalam negeri.

Hari adalah hari kerja.

BAB Il
RUANG LINGKUP

Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
a. penataan Desa; dan
b. penataan Desa Adat.
Penataan Desa dan penataan Desa Adat seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
huruf b berupa:
a. pembentukan Desa dan Desa Adat;
b. penghapusan Desa dan Desa Adat; dan
c. perubahan status Desa dan Desa Adat.

Pasal 3
Penataan Desa ditetapkan dengan Perda Kabu-
paten/Kota.
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(2)

(1)

(2)

__ PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAH

Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. nama Desa/Kelurahan lama dan baru;

b. nomor kode desa/kelurahan yang lama;

c. jumiah penduduk;

luas wilayah;

cakupan wilayah kerja Desa baru; dan

peta batas wilayah Desa/Kelurahan baru. -

~o o

BAB il
KEWENANGAN

Pasal 4
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat
melakukan penataan Desa sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 2.
Penataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkemban-
gan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan
dalam Peraturan Menteri ini.

BAB IV
TUJUAN
Pasal 5
Penataan Desa oleh Pemerintah Pusat, Pemer-

intah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabu-
paten/Kota bertujuan:

a.

{1}

(2)

mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemer-
intahan Desa;

mempercepat peningkatan kesejahteraan ma-
syarakat Desa;

mempercepat peningkatan kualitas pelayanan
publik; )

meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan
Desa; dan

meningkatkan daya saing Desa,

BAB V
PENATAAN DESA
Bagian Kesatu
Pembentukan Desa
Pasal 6
Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan tin-
dakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang
ada.
Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dengan mempertimbangkan prakarsa

masyarakat Desa, asai usul, adat istiadat, kondisi
sosial budaya masyarakat Desa, serta kemam-
puan dan potensi Desa.

Pasal 7

(1) Pembentukan Desa harus memenuhi syarat:

a. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima)
tahun terhitung sejak pembentukan:
b. jumiah penduduk, yaitu:

1) wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam
Jfibu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) ke-
pala keluarga;

2} wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu)
jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;

3) wilayah Sumatera paling sedikit 4.000
(empat ribu) jiwa atau 80Q (delapan ratus}
kepala keluarga;

4) wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi
Utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa
atau 600 (enam ratus) kepala keluarga;

5) wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit
2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 600
(lima ratus) kepala keluarga;

8) wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat,
Sulawesi  Tenggara, Gorontalo, dan Kali-
mantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua
ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala
keluarga;

7) wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan
Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan
Utara paling sedikit 1.500 (seriby lima ra-
tus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala kelu-
arga;
wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku,
dan Maluku Utara paling sedikit 1.000
(seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala
kefuarga; dan

8

—

9

-—

dikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (sera-
tus} kepala keluarga.

c. wilayah kerja yang memiliki akses transpor-
tasi antar wilayah;

d. sosial budaya yang dapat menciptakan keru-
kunan hidup- bermasyarakat sesuai dengan
adat istiadat Desa;

e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya
alam, sumber 'daya manusia, dan sumber
daya ekonomi pendukung;

Business Nows 8967 /8.3.2017

wilayah Papua dan Papua Barat paling se- |




(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

{3)

f. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam
bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam
Peraturan Bupati/Wali Kota;

g. sarana dan prasarana bagi pemerintahan Desa
dan pelayanan publik; dan

h. tersedianya dana operasional, penghasilan
tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat
pemerintah Desa sesuai’ dengan ketentuan
peraturan perundangundangan.

i. cakupan wilayah Desa terdiri atas dusun atau
dengan sebutan lain.

Cakupan wilayah Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf i, diatur dengan Peraturan

Bupati/Wali Kota dengan mempertimbangkan

asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya

- masyarakat Desa.

Paragraf 1
Pembentukan Desa oleh Pemerintah Pusat
" Pasal 8
Pemerintah Pusat dapat memprakarsai pemben-
tukan Desa di kawasan yang bersifat khusus dan
strategis bagi kepentingan nasional, tanpa mem-
perhatikan persyaratan pembentukan Desa.
Pembentukan Desa oleh Pemerintah Pusat seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. pemekaran dari 1 (satu) desa menjadi 2 (dua)
Desa atau lebih; atau
b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang
bersanding atau penggabungan beberapa
Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.

Pasal 9

Kementerian/lembaga pemerintah nonkement-
erian dapat mengajukan prakarsa pembentukan
Desa melalui pemekaran dari 1 (satu) Desa men-
jadi 2 (dua) Desa atau lebih sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a di kawasan
yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentin-
gan nasional kepada Menteri.

Menteri melakukan peninjauan lapangan atas usu-
lan prakarsa pembentukan Desa sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) bersama menteri/pimpinan
lembaga pemerintah nonkementerian pemrakarsa
dan Pemerintah Daerah Provinsi serta Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota.

Menteri bersama menteri/pimpinan
pemerintah nonkementerian pemrakarsa dan

lembaga

{4)

(n

(2}

{3)

{4)

{n

(2)

(3)

Pemerintah Daerah Provinsi serta Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota setelah melakukan pen-
injauan lapangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), melakukan pembahasan usul pembentu-
kan Desa.

Dalam hal hasil pembahasan sebagaimana di-
maksud pada ayat (3) telah disepakati, Menteri
menerbitkah Keputusan Menteri tentang persetu-
juan pembentukan Desa.

Pasal 10
Keputusan Menteri tentang persetujuan pemben-
tukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 ayat (4) disampaikan kepada Bupati/W_a\i_,Kota
untuk disosialisasikan kepada‘ masyarakat dan
pemerintah Desa dan sebagai dasar.penyusunan
Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pem-
bentukan Desa.
Pemerintah Desa memfasilitasi dan mempersiap-
kan pelaksanaan musyawarah Desa.
Badan Permusyawaratan Desa menyelenggara-
kan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), untuk menyosialisasikan Keputu-
san Menteri tentang persetujuan pembentukan
Desa dan menyepakati pembentukan Desa seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).
Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaima-
na dimaksud pada ayat {3) dituangkan dalam ber-

ita acara dan dilengkapi dengan notulen musy- '

awarah Desa.

Pasal 11
Kepala Desa melaporkan berita acara hasil musy-
awarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 ayat (4) kepada Bupati/Wali Kota.
Berdasarkan laporan Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bupati/Wali Kota men-
gajukan Rancangan Perda Kabupaten/Kota ten-
tang pembentukan Desa untuk dibahas dan di-
setujui bersama antara Bupati/Wali Kota Dengan
DPRD Kabupaten/Kota.
Dalam hal Rancangan Perda Kabupaten/Kota seb-
agaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui bers-
ama oleh Bupati/Wali Kota dan DPRD Kabupaten/
Kota, Bupati/Wali Kota mengajukan Rancangan
Perda Kabupaten/Kota kepada Gubernur untuk
dievaluasi.
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Pasal 12
Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan
Desa ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota paling lama 2
(dua) tahun sejak ditetapkannya Keputusan Menteri
perihal persetujuan pembentukan Desa.

Pasal 13
Pemerintah Pusat dapat melakukan _peng-
gabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding
atau penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu)

Desa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

{2) huruf b.

‘ Pasal 14

(1) Kementerian/lembaga pemerintah nonkement-
erian, dapat mengajukan prakarsa penggabungan
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

(2) Menteri bersama-sama dengan menteri/pimpi-
nan lembaga pemerintah nonkementerian pem-
rakarsa, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota melakukan pembahasan
untuk penggabungan Desa.

{3} Dalam hal hasil pembahasan sebagaimana di-
maksud pada ayat (2) telah disepakati, Menteri
menerbitkan Keputusan Menteri tentang persetu-
juan penggabl:mgan Desa.

Pasal 15
Ketentuan mengenai pemekaran Desa seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal
11 dan Pasal 12 berlaku mutatis mutandis terhadap
penggabungan bagian Desa yang bersanding atau
penggabungan beberapa Desa menjadi 1 {satu) Desa
baru.

Paragraf 2
Pembentukan*Desa cleh
Pemerintah Daerah Provinsi
Pasal 16
(1) Pemerintah Daerah Provinsi dapat melakukan
pembentukan Desa dalam rangka pengembangan
antar wilayah Kabupaten/Kota, laju pertumbu-
han, dan pemerataan hasil-hasil pembangunan.
{2} Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah
Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa:
a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua)
Desa atau lebih;

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

{3)

(4)

(m

{2)

b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang
bersanding menjadi 1 (satu) Desa; dan

c. penggabungan beberapa desa menjadi 1
(satu) Desa baru. [

Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah

Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a dan huruf b dilaksanakan melalui Desa

persiapan.

Pasal 17
Pemerintah Daerah Provinsi dapat mengajukan
prakarsa pemekaran Desa sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 16 ayat (2} huruf a.
Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana di-
maksud pada ayat (1), Gubernur bersama Bupati/
Wali Kota melakukan pembahasan untuk pemek-
aran Desa.
Dalam hal hasil pembahasan sebagaimana di-
maksud pada ayat {2) telah disepakati, Gubernur
menerbitkan Keputusan Gubernur tentang peme-
karan Desa.

Pasal 18
Keputusan Gubernur tentang perhekaran Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3)
disampaikan kepada Bupati/Wali Kota untuk diso-
sialisasikan kepada masyarakat dan pemerintah
Desa.

Dalam menyosialisasikan Keputusan Gubernur

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/
Wali Kota menugaskan pemerintah Desa untuk
memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan
musyawarah Desa,

Badan Permusyawaratan Desa menyelenggara-
kan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), untuk menvyosialisasikan Keputu-
san Gubernur tentang persetujuan pembentukan
Desa dan menyepakati pembentukan Desa seb- _
agaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3). ':
Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan
dilengkapi dengan notulen musyawarah Desa.

Pasal 19
Kepala Desa melaporkan berita acara hasil musy-
awarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18 ayat (4) kepada Bupati/Wali Kota.
Bupati/Wali Kota setelah menerima laporan Ke-
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(3)

(1)

(2}

{3

(1)

PENGUMUMAN

pala Desa sebagaimaha dimaksud pada ayat (1)
menugaskan tim pembentukan Desa persiapan
untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan
pembentukan Desa.

Tim pembentukan Desa persiapan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 19 ayat {2) paling sedikit

terdiri atas:

a. unsur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
yang membidangi pemerintahan Desa, pem-
berdayaan masyarakat, perencanaan pem-
bangunan daerah dan peraturan perundang-
undangan;

b. camat atau sebutan lain; dan

c. unsur akademisi di bidang pemerintahan, per-
encanaan pengembangan wilayah, pemban-
gunan dan sosial kemasyarakatan.

Pasal 20
Verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 ayat (2) berupa:
a. verifikasi administrasi; dan
b. verifikasi teknis. )
Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan meneliti
dokumen terkait berita acard hasil musyawarah
Desa dan notulen musyawarah Desa serta batas
usia minimal Desa induk dan jumlah penduduk
minimal.
Verifikasi ‘teknis sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) huruf b dapat dilakukan melalui penin-
jauan lapangan. :

Pasal 21

Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 20 ayat (3} untuk:

a. verifikasi ketersediaan akses transportasi dan
komunikasi antar wilayah;

b. verifikasi faktual kondisi keeratan kelompok
sosial, kondisi adat dan tradisi di wilayah
calon Desa persiapan yang mendukung peny-
elenggaraan pemerintahan calon Desa persia-
pan;

c. verifikasi faktual kondisi perekonomian, kon-
disi sumber daya manusia dalam masa usia
produktif di wilayah calon Desa persiapan
yang memungkinkan untuk maju dan berkem-
bang secara layak dengan potensi lokal;

d. verifikasi syarat jumlah penduduk Desa induk

(2)

(1)

(2)

{3)

(4)

(5)

(1

dan Desa pemekaran;

e. verifikasi batas wilayah calon Desa persiapan
dalam peta Desa induk; dan

f£. verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana
pendukung bagi penyelenggaraan pemerin-
tahan Desa dan pelayanan publik.

Verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana

pendukung bagi penyelenggaraan pemerintahan

Desa dan pelayanan publik sebagaimana dimak-

sud pada ayat (1) huruf f untuk mengecek ket-

ersedian:

a. sarana perkantoran tempat penyelenggarakan
pemerintahan Desa persjapan;

b. kemudahan bagi masyarakat untuk mendapat-
kan pelayanan publik.

Pasal 22
Hasil kajian dan verifikasi persyaratan Desa per-
siapan oleh tim pembentukan Desa persiapan
dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang
menvyatakan layak tidaknya dibentuk Desa persia-
pan.
Rekomendasi yang menyatakan layak sebagaima-
na dimaksud pada ayat {1}, menjadi bahan per-
timbangan Bupati/Wali Kota untuk melakukan
pemekaran Desa.
Dalam hal Bupati/Wali Kota menyetujui pemek-
aran desa, Bupati/Wali Kota menetapkan dengan
Peraturan Bupati/Wali Kota tentang pembentukan
Desa persiapan.
Bupati/Wali Kota menyampaikan Peraturan Bu-
pati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) kepada Gubernur.
Berdasarkan Peraturan Bupati/Wali Kota seb-
agaimana dimaksud pada ayat (4}, Gubernur
menerbitkan surat Gubernur yang memuat kode
register Desa persiapan.

Pasal 23

Surat Gubernur sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 ayat (5} menjadi dasar bagi Bupati/Wali
Kota untuk mengangkat penjabat Kepala Desa
persiapan yang berasal dari unsur pegawai negeri
sipil Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan
persyaratan:

a. memahami bidang kepemimpinan dan teknis

pemerintahan;
b. mempunyai pengalaman di bidang pemerin-
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(2)

{3}

(4)

m

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

| {7

UMEf;iN

tahan yang dibuktikan dengan riwayat peker-

iaan; dan
¢. penilaian kinerja pegawai selama 5 (lima) ta-

hun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik.
Penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan
melaksanakan persiapan pembentukan Desa
definitif.
Penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana di-
maksud pada vayat' {2} bertanggungjawab kepada
Bupati/Wali Kota melalui Kepala Desa induknya.
Penjabat Kepaia Desa persiapan sebagaimana di-
maksud-pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan
oleh Bupati/Wali Kota dengan Keputusan Bupati/
Wali Kota, '

Pasal 24
Dalam pelaksanaan tugas penjabat Kepala Desa
persiapan menyusun rencana kerja pembangunan
Desa persiapan dengan mengikutsertakan partisi-
pasi masyarakat Desa persiapan.
Rencana kerja pembangunan Desa persiapan
yang telah disusun disampaikan kepada Kepala
Desa induk untuk dijadikan bahan penyusunan
rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa induk sebagai bagian kebutuhan anggaran
belanja Desa persiapan.
Penjabat Kepala Desa persiapan ikut serta dalam
pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa induk.
Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
telah ditetapkan, terhadap anggaran Desa persia-
pan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Deasa induk, pengelolaannya dilak-
sanakan oleh penjabat Kepala Desa persiapan.
Desa persiapan mendapatkan alokasi biaya op-
erasional paling banyak 30% dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa induk.
Anggaran pembangunan sarana dan prasarana
Desa persiapan yang tidak mampu dibiayai oleh
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk di-
bebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Be-
lanja Daerah Kabupaten/Kota, dan dapat dibiayai
oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
Anggaran pembangunan sarana dar prasarana
Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat
{6) dapat dialokasikan melalui Anggaran Pendapa-
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(1)

(2)

(3)

(4)

{5}

(6)

(7)

tan dan Belanja Desa induk.

Pasal 25

Penjabat Kepala Desa persiapan melaporkan

perkembangan pelaksanaan -Desa persiapan se-

cara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada: '

a. Bupati/Wali Kota melalui camat atau sebutan
lain; dan

b. Kepala Desa induk.

Laporan penjabat Kepala Desa persiapan seb-

agaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan

pelaksanaan tugas dalam pembentukan Desa per-
siapan yang meliputi:

a. pénetapan batas wilayah Desa sesuaj dengan
kaidah kartografis;

b. pengelolaan anggaran operasional Desa persi-

pan yang bersumber dari Anggaran Pendapa-

tan dan Belanjé Desa induk;

pembentukan struktur organisasi:

pengangkatan perangkat Desa:

penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;

pembangunan sarana dan prasarana pemerin-

tahan Desa;

g. pendataan bidang kependudukan, potensi
ekonomi, ihventarisasi pertanahan serta
pengembangan sarana ekonomi, pendidikan
dan kesehatan; dan

h. pembukaan akses perhubungan antar-Desa.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2} |

disampaikan oleh Bupati/Wali Kota kepada tim

untuk dikaji dan diverifikasi.

Tim dalam melakukan kajian dan verifikasi seb-

agaimana dimaksud pada ayat (3) terkait dengan

laporan hasil pelaksanaan tugas penjabat Kepa‘la

Desa persiapan.

Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (4} menyatakan Desa persia-

pan layak menjadi Desa, Bupati/Wali Kota meny-
usun rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang
pembentukan Desa.

Rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) dibahas dan disetujui ber-

sama dengan DPRD Kabupaten/Kota.

Apabila rancangan Perda Kabupaten/Kota seb-

agaimana dimaksud pada ayat (6) disetujui bers-

ama oleh Bupati/Wali Kota dan DPRD Kabupaten/ |

Kota, Bupati/Wali Kota menyampaikan rancangan

Perda Kabupaten/Kata kepada Gubernur untuk di-

o o0
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evaluasi.

Pasal 26

(1) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) menyatakan
Desa persiapan tidak layak menjadi Desa, Desa
persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke
Desa induk.

(2) Penghapusan dan pengembalian Desa persiapan
ke Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota.

Pasal 27
Pemerintah Daerah Provinsi dapat melakukan
penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersand-
ing menjadi 1 (satu) Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b.

Pasal 28

(1) Pemerintah Daerah Provinsi dapat mengajukan
prakarsa penggabungan bagian Desa sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 27.

{2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana di-
maksud pada ayat (1), Gubernur bersama-sama
Bupati/Wali Kota melakukan pembahasan untuk
penggabungan bagian Desa.

(3) Dalam hal hasil pembahasan sebagaimana di-
maksud pada ayat (2) telah disepakati, Gubernur
menerbitkan Keputusan Gubernur tentang pen-
gabungan bagian Desa.

Pasal 29
Ketentuan mengenai pemekaran Desa seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan
Pasal 26 berlaku mutatis mutandis terhadap peng-
gabungan bagian Desa yang bersanding menjadi 1
{satu) Desa.

Pasal 30
Pemerintah Daerah Provinsi dapat melakukan
penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa
baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2)
huruf c.

Pasal 31
(1) Pemerintah Daerah Provinsi dapat mengajukan
prakarsa penggabungan Desa sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 30.

{2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana di-
maksud pada ayat {1), Gubernur bersama Bupati/
Wali Kota melakukan pembahasan penggabun-
gan beberapa Desa.

(3) Dalam hal hasil pembahasan sebagalmana di-
maksud pada ayat (2) telah disepakati, Gubernur
menerbitkan Keputusan Gubernur tentang peng-
gabungan beberapa Desa.

Pasal 32

(1) Keputusan Gubernur tentang penggabungan be-
berapa Desa sebagaimana dimaksud dalam Pas-
al 31 ayat (3} disampaikan kepada Bupati/Wali
Kota untuk disosialisasikan kepada masyarakat
dan pemerintah Desa yang digabung dan sebagai
dasar penyusunan rancangan Perda Kabupaten/
Kota tentang penggabungan beberapa Desa.

(2) Dalam menyosialisasikan dan menyusun Rancan-
gan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1], Bupatn/Wah-Kota menugaskan
pemerintah Desa yang dlgabung untuk mem-
fasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musy-
awarah Desa.

(3) Badan Permusyawaratan Desa yang dlgabung me-
nyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat {2}, untuk menyepakati
penggabungan beberapa Desa.

Pasal 33

(1) Kepala Desa yang digabung melaporkan peng-
gabungan beberapa Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 ayat (3) kepada Bupati/Wali Kota.

(2) Berdasarkan laporan Kepala Desa yang digabung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/
Wali Kota mengajukan Rancangan Perda Kabu-
paten/Kota tentang penggabungan beberapa
Desa untuk dibahas dan disefujui bersama antara
Bupati/Wali Kota dengan DPRD Kabupaten/Kota.

(3) Dalam hal Rancangan Perda sebagaimana dimak-
sud pada ayat (2) disetujui bersama oleh Bupati/
Wali Kota dan DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/
Wali Kota mengajukan Rancangan Perda Kabu-
paten/Kota kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Paragraf,3
Pembentukan Desa
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Pasal 34

Buniness Mews 8967 /8-2-2017

23




PENGUHUMAN

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mem-
prakarsai pembentukan Desa.
{(2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat berupa:
a. pemekaran dari 1 {satu) Desa menjadi 2 (dua)
Desa atau lebih; atau
b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang
bersanding; dan
¢. penggabungan beberapa Desa menjadi 1
{satu) Desa baru.
{3} Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah Ka-
bupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat
{2} huruf a dan b dilaksanakan melaluj Desa per-
siapan.

Pasal 35

{1} Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam
melakukan pembentukan Desa sebagalmana di-
maksud dalam Pasal 34 ayat (2} huruf a wajib
menyosialisasikan rencana pemekaran Desa ke-
bada pemerintah Desa dan masyarakat Desa
yang bersangkutan.

{2} Pemerintah Desa memtasilitasi dan mempersiap-
kan pelaksanaan musyawarah Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(3) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggara-
kan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) untuk mendapatkan kesepakatan
pembentukan Desa melalui pemekaran.,

(4) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat {3} dituangkan dalam berita acara ha-
sil musyawarah Desa dengan dilengkapi notulen
musyawarah Desa.

Pasal 36
Ketentuan mengenai pemekaran Desa seb-
agalmana dimaksud 'dalam Pasal 19 sampai dengan
Pasal 26 berlaku mutatis mutandis terhadap pemek-
aran Desa oleh pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

. Pasal 37 :

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam
melakukan penggabungan bagian Desa seb-
agaimana dimaksud Pasal 34 ayat (2) huruf b
wajib menyos:allsasman rencana penggabungan
bagian Desa kepada masyarakat dan pemerintah
Desa yang bergabung.

{2) Masing-masing pemerintah Desa yang bergabung

/ PERATURAN PEMERINTAH |~

- sebagaimana dimaksyd. pada ayat (1) memfasili-

tasi dan mempersiapkan pelaksanaan musy- -

awarah Desa.

(3) Badan Permusyawaratan Desa masing-masing
Desa yang bergabung menyelenggarakan musy-
awarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
{2) untuk mendapatkan kesepakatan mengenai
penggabungan bagian Desa.

{4} Kesepakatan hasil musyawarah Desa sebagaima-
na dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam ber-
ita acara dan dilengkapi dengan notulen musy-
awarah Desa.

(5) Berita acara hasil musyawarah Desa sebagaima-
na dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan dalam
kesepakatan penggabungan bagian Desa dalam
bentuk keputusan bersama.

(6) Keputusan bersama sebagaimana dlmaksud pada
ayat (5) dltandatanganl oleh para Kepala Desa
yang bersangkutan,

Pasal 38 -

(1) Para Kepala Desa secara bersama-sama mengu-
sulkan penggabungan bagian Desa kepada Bu-
pati/Wali Kota dalam satu usulan tertulis dengan
melampirkan keputusan bersama.

{2) Berdasarkan usulan para Kepala Desa sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) Bupati/Wali Kota
menugaskén tim pembentukan Desa persiapan
untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan

pembentukan Desa persiapan sesuai ketentuan _

peraturan perundangundangan.

Pasal 39
Ketentuan mengenai pemekaran Desa seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan
Pasal 26 berlaku mutatis mutandis terhadap peng-
gabungan Desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/
Kota.

Pasal 40

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam
melakukan penggabungan beberapa Desa se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2)
huruf ¢ wajib menyosialisasikan rencana peng-
gabungan beberapa Desa kepada masyarakat dan
pemerintah Desa yang bergabung.

(2) Masing-masing pemerintah Desa yang bergabung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasili-
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tasi dan mempersiapkan pelaksanaan musy-
awarah Desa.

Badan Permusyawaratan Desa masing-masing
Desa yang bergabung menyelenggarakan musy-
awarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2} untuk mendapatkan kesepakatan mengenai
penggabungan beberapa Desa.

Kesepakatan hasil musyawarah Desa sebagaima-
na dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam ber-
ita acara dilengkapi.dengan notulen musyawarah
Desa.

Berita acara hasil musyawarah Desa sebagaifnana
dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan dalam ke-
sepakatan penggabungan beberapa Desa dalam
bentuk keputusan bersama.

Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) ditandatangani oleh para Kepala Desa
yahg bersangkutan.

Pasal 41
Para Kepala Desa secara bersama-sama mengu-
sulkan penggabungan beberapa Desa kepada Bu-
pati/Wali Kota dalam satu usulan tertulis dengan
metampirkan keputusan bersama.
Berdasarkan usulan para Kepala Desa sebagaima-
na dimaksud pada ayat {1}, Bupati/Wali Kota me-
nyusun Rancangan Perda Kabupaten/Kota ten-
tang penggabungan beberapa Desa.
Rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disetujui
bersama antara Bupati/Wali Kota dengan DPRD
Kabupaten/Kota.
Apabila Rancangan Perda Kabupaten/Kota seb-
agaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui bers-
ama oleh Bupati/Wali Kota dan DPRD Kabupaten/
Kota, Bupati/Wali Kota menyampaikan Rancan-
gan Perda Kabupaten/Kota kepada Gubernur un-
tuk dievaluasi.

Bagian Kedua
Penghapusan Desa

. Pasal 42
Penghapusan Desa dilakukan dalam hal terdapat
kepentingan program nasional yang strategis
atau karena bencana alam.
Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menjadi wewenang Pemerintah Pusat.

Pasal 43

(1) Kementerian/lembaga pemerintah nonkementeri-
an, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota mengusulkan penghapu-
san Desa kepada Menteri.

{2) Dalam melaksanakan ketentuan Sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Menteri bersama-sama
dengan menteri/pimpinan lembaga pemerintah
nonkementerian pemrakarsa, Pemerintah Dae-
rah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
melakukan pembahasan untuk penghapusan
Desa.

(3) Dalam hal hasil pembahasan sebagaimana di-
maksud pada ayat (2) telah disepakati, Menteri
menerbitkan Keputusan Menteri tentang persetu-
juan penghapusan Desa dan penghapusan kode
desa untuk selanjutnya disampaikan kepada Bu-
pati/Wali Kota.

Pasal 44

(1) Berdasarkan Keputusan Menteri tentang persetu-
juan penghapusan Desa dan penghapusan kode
desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat
(3), Bupati/Wali Kota menyusun Rancangan Per-
da Kabupaten/Kota tentang penghapusan Desa.

{2) Rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) dibahas dan disetujui
bersama antara Bupati/Wali Kota dengan DPRD
Kabupaten/Kota.

{3) Dalam hal Rancangan Perda sebagaimana dimak-
sud pada ayat (2) telah disetujui bersama oleh
Bupati/Wali Kota dan DPRD Kabupaten/Kota, Bu-
pati/Wali Kota mengajukan Rancangan Perda Ka-
bupaten/Kota kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Bagian Ketiga
Perubahan Status
Paragaraf 1
Umum
) Pasal 45
Perubahan status meliputi:
a. Desa menjadi Kelurahan; dan
b. Kelurahan menjadi Desa.

Paragraf 2
Desa menjadi Kelurahan
" Pasal 46
Perubahan status Desa menjadi Kelurahan se-
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bagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a harus
memenuhi syarat:

a.
b.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

luas wilayah tidak berubah:

jumlah penduduk paling sedikit 8.000 {delapan
ribu} jiwa atau 1.600 {seribu enam ratus) kepala
keluarga  untuk wilayah Jawa dan Bali serta pal-
ing sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 {ser-

iibu) kepala keluarga untuk di luar wilayah Jawa

dan Bali; '

sarana dan prasarana pemerintahan bagi terse-
lenggaranya pemerintahan Kelurahan;

potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa
dan produksi, serta keanekaragaman mata penca-
harian; "

kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanek-
aragaman status penduduk dan perUbahan dari
masyarakat agraris ke masyarakat industri dan
jasa;

meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan;
akses transportasi antar wilayah dan komunikasi
sudah cukup baik: ;

kondisi infrastruktur bercirikan perkotaan: dan
batas usia Desa paling sedikit 5 (lima) tahun se-
menjak pembentukan.

Pasal 47
Perubahan status Desa menjadi Kelurahan di-
lakukan berdasarkan prakarsa pemerintah Desa
bersama Badan Permusyawaratan Desa dengan
memperhatikan pendapat masyarakat.
Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.
Pemerintah Desa memfasilitasi dan mempersiap-
kan pelaksanaan musyawarah Desa untuk men-
dengar pendapat masyarakat terkait perubahan
status Desa menjadi Kelurahan.
Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Permusy-
awaratan Desa dengan tujuan menyepakati pe-
rubahan status Desa menjadi Kelurahan.
Hasi! musyawarah Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat {4) ditetapkan dengan berita acara
musyawarah Desa dan dilengkapi dengan notulen
mus;(awarah Desa.
Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) disampaikan oleh Kepala Desa ka-
pada Bupati/Wali Kota sebagai usulan perubahan
status Desa menjadi Kelurahan.
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(7)

(8)

(9}

m

(2)

(3)

(1)

{2)

(3)

Bupati/Wali Kota setelah menerima laporan Ke-
pala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6}

menugaskan tim untuk melakukan kajian dan ver- |

ifikasi persyaratan perubahan status Desa men-
jadi Kelurahan.

Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) menjadi masukan bagi Bupati/Wali

- Kota untuk menyetujui atau tidak terhadap usu-

lan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 dan Pasal 22 berlaku mutatis
muntandis bagi perubahan status Desa menjadi
Kelurahan.

Pasal 48
Dalam hal Bupati/Wali Kota menyetujui usulan pe-
rubahan status Desa menjadi Kelurahan, Bupati/
Wali Kota menyusun Rancangan Perda Kabupat-
en/Kota tentang perubahan status Desa menjadi
Kelurahan.
Rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disetujui
bersama antara Bupati/Wali Kota dengan DPRD
Kabupaten/Kota. ]
Apabila Rancangan Perda Kabupaten/Kota seb-
agaimana dimaksud pada ayat {2) disetujui bers-

‘ama oleh Bupati/Wali Kota dan DPRD Kabupaten/ _

Kota, Bupati/Wali Kota menyampaikan Rancan- .

gan Perda Kabupaten/Kota kepada Gubernur un-
tuk dievaluasi. ‘

Paragraf 3
Kelurahan Menjadi Desa
Pasal 49
Perubahan status Kelurahan menjadi Desa seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b han-
ya dapat dilakukan bagi Kelurahan vang kehidu-
pan masyérékatnya masih bersifat perdesaan.
Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih
bersifat perdesaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dengan karateristik:
a. kondisi masyarakat homogen;
b. mata pencaharian masyarakat sebagian besar
di bidang agraris atau nelayan: dan
c. akses transportasi dan komunikasi masih ter-
batas.
Perubahan status Kelurahan menjadi Desa seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1) dapat seluruh-
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{2)

(3)

(4)

(5}

(6).

(7)

(8)
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nya menjadi Desa atau sebagian menjadi Desa
dan sebagian menjadi Kelurahan.

Desa yang merupakan hasil perubahan status
sebagaimana dimaksud ayat (3) harus me-
menuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7.

Pasal 50
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat men-
gubah status Kelurahan menjadi Desa berdasar-
kan prakarsa masyarakat.
Prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musy-
awarah forum komunikasi Kelurahan atau dengan
sebutan nama lainnya. .
Kepala Kelurahan menyelenggarakan musy-
awarah forum komunikasi Kelurahan atau dengan
sebutan nama lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) untuk menyepakati perubahan sta-
tus Kelurahan menjadi Desa.
Hasil musyawarah forum komunikasi Kelurahan
atau dengan sebutan nama lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam ber-
ita acara dan dilengkapi dengan notulen musy-
awarah, dilaporkan oleh kepala Kelurahan kepada
Bupati/Wali Kota sebagai usulan perubahan sta-
tus Kelurahan menjadi Desa atau menjadi Desa
dan Kelurahan.
Bupati/Wali Kota melalui tim melakukan kajian
dan verifikasi usulan perubahan status Kelurahan
menjadi Desa.
Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) terkait syarat pembentukan Desa seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 7.
Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 dan Pasal 22 berlaku mutatis
muntandis bagi perubahan status Kelurahan men-
jadi Desa.
Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) menjadi masukan bagi Bupati/Wali
Kota untuk menyetujui atau menolak terhadap
perubahan status Kelurahan menjadi Desa.

Pasal 51
Dalam hal Bupati/Wali Kota menyetujui usulan
perubahan status kelurahan menjadi Desa, Bupa-
ti/Wali Kota menyusun Rancangan Perda Kabu-
paten/Kota tentang perubahan status Kelurahan

(2)

(3}

(1}

(2)

(3)

{1

menjadi Desa atau menjadi Desa dan Kelurahan.
Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pe-
rubahan status Kelurahan menjadi Desa atau
menjadi Desa dan Kelurahan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) dibahas dan disetujui bersama
antara Bupati/Wali Kota dengan DPRD Kabupat-
en/Kota.

Apabila Rancangan Perda Kabupaten/Kota seb-
agaimana dimaksud pada ayat (2) telah dibahas
dan disetujui bersama antara Bupati/Wali Kota
dengan DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Wali Kota
menyampaikan Rancangan Perda kepada Guber-
nur untuk dievaluasi.

BAB VI
PENATAAN DESA ADAT
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 52

Pembentukan Desa Adat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat {2) huruf b merupakan tin-

dakan mengadakan Desa adat baru di luar Desa

Adat yang ada. _

Pembentukan Desa Adat sebagaimana dimak-

sud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan

prakarsa masyarakat Desa Adat, asal usut, adat
istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa

Adat, serta kemampuan dan potensi Desa Adat.

Pembentukan Desa Adat sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) meliputi: :

a. pemekaran dari 1 (satu) Desa Adat menjadi 2
{dua) Desa Adat atau lebih;

b. penggabungan bagian Desa Adat dari Desa
Adat yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa
Adat; atau

c. penggabungan beberapa Desa Adat menjadi 1
{satu) Desa Adat baru.

Bagian Kedua
Penataan Desa Adat
oleh Pemerintah Pusat
Paragraf 1
Pembentukan Desa Adat
Pasal 53
Pembentukan Desa oleh Pemerintah Pusat seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai den-
gan Pasal 12 berlaku mutatis mutandis terhadap
pembentukan Desa adat oleh Pemerintah Pusat.
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(2) Penggabungan Desa oleh Pemerintah Pusat seb-

agaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai den- |

gan Pasal 15 berlaku mutatis mutandis terhadap
penggabungan Desa adat oleh Pemerintah Pusat.

Paragraf 2
Penghapusan Desa Adat
Pasal 54
Penghapusan Desa oleh Pemerintah Pusat se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan
Pasal 44 berlaku mutatis mutandis terhadap pengha-
pusan Desa adat oleh Pemerintah Pusat.

Bagian Ketiga
Penataan Desa Adat
Pasal 55

(1) Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah
Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
sampai dengan Pasal 26 berlaku mutatis mu-
tandis terhadap pembentukan Desa Adat oleh
Pemerintah Daerah Provinsi.

(2) Penggabungan bagian Desa oleh Pemerintah Dae-

. rah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
27 sampai dengan Pasal 28 berlaku mutatis mu-
tandis terhadap penggabungan bagian Desa Adat
oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

(3) Penggabungan beberapa Desa oleh Pemerintah
Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 berlaku muta-
tis mutandis terhadap penggabungan Desa Adat
aleh Pemerintah Daerah Pravinsi.

Bagian Keempat
Penataan Desa Adat
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Paragraf 1
Pembentukan Desa Adat
Pasal 566

(1) Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah Ka-
bupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pas-
al 34 sampai dengan Pasal 35 berlaku mutatis
mutandis terhadap pembentukan Desa Adat oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Penggabungan bagian Desa oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 38 berlaku
mutatis mutandis terhadap penggabungan bagian
Desa Adat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/

PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAH

Kota.

(3) Penggabungan beberapa Desa oleh pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 41 berlaku
mutatis mutandis terhadap penggabungan be-
berapa Desa Adat oleh Pemerintah Daerah Kabu-

paten/Kota.
Paragraf 2
Perubahan Status Desa Adat ,
Pasal 57

{1) Perubahan status Desa adat oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota harus mempertimbang-
kan meningkatnya intensitas kewenangan Desa
Adat berdasarkan asal usul.

(2) Perubahan status Desa Adat oleh Pemerintah |
Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud |
pada ayat (1) meliputi:

a. Desa adat menjadi Desa;

b. Desa menjadi Desa Adat:

¢. Kelurahan menjadi Desa Adat; dan
d. Desa adat menjadi Kelurahan.

Pasal 568
Perubahan status Desa sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 46 sampat dengan Pasal 51 berlaku
mutatis mutandis terhadap perubahan status Kelura-
han menjadi Desa Adat dan Desa Adat menjadi Kelu-
rahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2}
huruf ¢ dan huruf d.

Paragraf 3
Perubahan Status Desa Adat menjadi Desa
Pasal 59

(1) Perubah;m status Desa Adat menjadi Desa dilaku-
kan berdasarkan prakarsa pemerintah Desa Adat
dengan memperhatikan saran dan pendapat ma-
syarakat.

(2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa
Adat.

(3) Pemerintah Desa adat memfasilitasi dan memper-
siapkan pelaksanaan musyawarah Desa Adat.

(4) Hasil musyawarah Desa Adat ditetapkan dengan
berita acara dan dilengkapi dengan notulen dis-
ampaikan oleh Kepala Desa Adat kepada Bupati/ |
Wali Kota sebagai usulan perubahan status Desa
adat menjadi Desa, '
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{1}

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

{3)

(4)

{5)

(1)

N / PER

. Pasal 60

Bupati/Wali Kota menugaskan tim penataan Desa
untuk melakukan kajian dan verifikasi untuk pe- ‘!

rubahan status Desa Adat menjadi Desa. ;
Hasil kajian dari verifikasi sebagaimana dimaksud 33

pada ayat (1) menjadi masukan bagi Bupati/Wali |
Kota menyetujui atau menolak usulan perubahan !

status Desa Adat menjadi Desa. i
Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada !

ayat (2) terkait syarat pembentukan Desa seb-

agaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Dalam hal Bupati/Wali Kota menyetujui usulan |

perubahan status Desa adat menjadi Desa, Bu- |
pati/Wali Kota menyusun Rancangan Perda Kabu-
paten/Kota tentang perubahan status Desa Adat
menjadi Desa. |

Rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagai di-

maksud pada ayat (4) yang telah dibahas dan di-

setujui bersama antara Bupati/Wali Kota dengan
DPRD Kabupaten/Kota disampaikan kepada Gu-

bernur untuk dievaluasi.

Paragraf 4
Perubahan Status Desa menjadi Desa Adat
Pasal 61

Perubahan status Desa menjadi Desa Adat di-
lakukan berdasarkan prakarsa pemerintah Desa |

dengan memperhatikan saran dan pendapat ma- 1
syarakat.

Prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam :

musyawarah Desa.

Pemerintah Desa memfasilitasi dan mempersiap-

kan pelaksanaan musyawarah Desa.

Badan Permusyawaratan Desa menyelenggara-
kan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (3} untuk membahas dan menyepakati
perubahan status Desa menjadi Desa Adat.

Hasil musyawarah Desa ditetapkan dengan berita :
acara dan dilengkapi dengan notulen selanjutnya :

disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Wali

Kota sebagai usulan perubahan status Desa men- |

jadi Desa Adat.

Pasal 62 ;
Bupati/Wali Kota menugaskan tim penataan Desa
untuk melakukan kajian dan verifikasi untuk usu-
lan perubahan status Desa menjadi Desa Adat. -

@)

(2)

< Rlgesre 3%

(2) Hasil kajian dari verifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menjadi masukan bagi Bupati/Wali
Kota menyetujui atau menolak usulan perubahan
status Desa menjadi Desa Adat.

Dalam hal Bupati/Wali Kota menyetujui usulan
perubahan status Desa menjadi Desa Adat, Bu-
pati/Wali Kota menyusun Rancangan Perda Kabu-
paten/Kota tentang perubahan status Desa men-
jadi Desa Adat.

Rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disetujui
bersama antara Bupati/Wali Kota dengan DPRD
Kabupaten/Kota disampaikan kepada Gubernur
untuk dievaluasi.

(4)

Paragraf 5
Perubahan Status Kelurahan menjadi Desa Adat
Pasal 63
(1) Perubahan status Kelurahan menjadi Desa Adat
melalui perubahan status Kelurahan menjadi
Desa.
Ketentuan perubahan status Kelurahan menjadi
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50
sampai dengan Pasal 51 dan ketentuan peruba-
han status Desa menjadi Desa Adat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal
62 berlaku mutatis mutandis terhadap perubahan
status Kelurahan menjadi Desa Adat.

Paragraf 6 .
Perubahan Status Desa Adat menjadi Kelurahan
Pasal 64
{1) Perubahan status Desa Adat menjadi Kelurahan
melalui perubahan status Desa Adat menjadi
Desa.
Ketentuan perubahan status Desa Adat menjadi
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61
sampai dengan Pasal 62 dan ketentuan peruba-
han status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal
48 berlaku mutatis mutandis terhadap perubahan
status Desa Adat menjadi Kelurahan.

(2)

Paragraf 7
Penjabat Kepala Desa Adat dan
Kelembagaan Desa Adat
Pasal 65
{1) Bupati/Wali Kota mengangkat penjabat Kepala
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(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3}

{1}

Desa Adat setelah Perda Kabupaten/Kota tentang
penataan Desa Adat ditetapkan.

Penjabat Kepala Desa adat sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) berasal dari masyarakat Desa
Adat yang bersangkutan.

Penjabat Kepala Desa Adat sebagaimana di-
maksud pada ayat (2) melaksanakan tugas, we-
wenang, dan kewajiban serta memperoleh hak
yang sama dengan Kepala Desa Adat,

Penjabat Kepala Desa Adat dilantik oleh Bupati/
Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk bersamaan
dengan diresmikannya Desa Adat.

Pasal 66
Susunan kelembagaan, pengisian jabatan dan
masa jabatan Kepala Desa adat berdasarkan hu-
kum adat diatur dengan Perda Provinsi.
Perda Provinsi sebagéimana dimaksud pada ayat
(1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota dalam menetapkan Perda Ka-
bupaten/Kota yang mengatur penyelenggaraan
pemerintahan Desa Adat, pelaksanaan pemban-
gunan Desa adat, pembinaan kemasyarakatan
Desa Adat dan pemberdayaan ‘masyarakat Desa
Adat.
Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) paling sedikit memuat:
a. penataan Desa Adat;
b. kewenangan Desa Adat;
€. pengangkatan dan pemberhentian Kepala
Desa Adat dan perangkat Desa Adat;
struktur organisasi dan tata kerja Desa Adat;
musyawarah Desa Adat;
peraturan Desa Adat; dan
pengelalaan aset Desa Adat.

a0 a

BAB V|
"~ EVALUASI RANCANGAN PERDA
Pasal 67
Bupati/Wali Kota mengajukan Rancangan Perda
Kabupaten/Kota tentang pembentukan, pengha-
pusan, penggabungan, dan/atau perubahan sta-
tus kepada Gubernur, dilengkapi dokumen:
a. hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerin-
tahan Desa;
b. berita acara musyawarah Desa;
c. perkembangan pelaksanaan Desa persiapan;
d. kondisi sarana dan prasarana pemerintahan

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Al

Desa persiapan;
e. dukungan anggaran Desa persiapan; dan
f. hasil kajian dan verifikasi Desa persiapan.
Gubernur dapat melakukan verifikasi lapangan
terkait dokumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

Pasal 68
Gubernur melakukan evaluasi Rancangan Perda
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 67 berdasarkan urgensi, kepentingan nasi-
onal, kepentingan daerah, kepentingan masyara-
kat Desa, dan/atau peraturan perundang-undan-
gan.
Gubernur menyatakan persetujuan atau peno-
lakan terhadap Rancangan Perda Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama
20 (dua puluh) hari setelah menerima Rancangan
Perda Kabupaten/Kota disertai kelengkapan do-
kumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67
ayat {1).
Dalam hal Gubernur memberikan pefsetujuan atas
Rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud pada ayat {2), Pemerintah Daerah Ka-
bupaten/Kota melakukan penyempurnaan dan
penetapan Rancangan Perda Kabupaten/Kota
menjadi Perda Kabupaten/Kota dalam jangka
waktu paling lama 20 (dua puluh) hari.
Dalam hal Gubernur menolak memberikan per-
setujuan terhadap Rancangan Perda Kabupaten/
Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ran-
cangan Perda Kabupaten/Kota tersebut dilarang
disahkan dan diajukan kembali dalam jangka wak-
tu 5 (lima) tahun setelah penolakan oleh Guber-
nur.
Dalam hal Gubernur menolak Rancangan Perda
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada
ayat {4) maka Desa persiapan dihapus dan
wilayahnya kembali ke Desa induk.
Penghapusan dan pengembalian Desa persia-
pan ke Desa induk sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali
Kota.
Dalam hal Gubernur ‘tidak memberikan persetu- |
juan atau tidak memberikan penolakan terhadap
Rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Bupati/Wali Kota dapat
mengesahkan Rancangan Perda Kabupaten/Kota
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(8)

(9)

(1

(2)

nm

(2}

{3)

(4)

T PMAERE‘ANPEH _

serta sekretaris daerah Kabupaten/Kota mengun-
dangkannya dalam lembaran daerah.
Pengesahan dan pengundangan Perda Kabupat-
en/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
setelah mendapat nomor registrasi dari Gubernur
dan kode desa dari Menteri.

Dalam hal Bupati/Wali Kota tidak menetapkan
Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang telah dis-
etujui oleh Gubernur, Rancangan Perda Kabupat-
en/Kata dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari
setelah tanggal persetujuan Gubernur dinyatakan
berlaku dengan sendirinya.

Pasal 69
Dalam melakukan evaluasi Rancangan Perda Ka-
bupaten/Kota tentang penataan Desa, Gubernur
membentuk tim evaluasi penataan Desa.
Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetap-
kan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 70

Urgensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68

ayat {1) meliputi:

a. kondisi sosial yang berkembang di masyara-
kat; dan

b. kebutuhan dalam skala nasional dan daerah
dalam melakukan penataan Desa.

Kepentingan nasional sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 68 ayat (1) meliputi:

a. melaksanakan kebijakan strategis
ditetapkan Pemerintah Pusat; dan

b. melakukan percepatan dan pemerataan pem-
bangunan antar wilayah.

Kepentingan daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 68 ayat {1) antara lain meliputi:

a. pertimbangan rasio antara jumlah Desa yang
ada dengan jumiah penduduk pada skala
Provinsi dan Kabupaten/Kota;

b. kemampuan pendanaan bagi Desa pada skala
Provinsi dan Kabupaten/Kota; »

¢. cakupan wilayah pemerintah Desa; dan

d. konsekuensi penambahan biaya operasional
akibat dari pembentukan Desa baru. -

Kepentingan masyarakat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 68 ayat (1) meliputi:

a. jumiah penduduk Desa;

b. luas wilayah Desa;

c. tingkat kesulitan geografis Desa;

yang

{1)

(2)

(3)

(1

(2}

(3)

(4)

1))

d. jumlah penduduk miskin; dan
g. penyelesaian konflik/perselisihan pada ma-
syarakat.

Pasal 71 ‘

Gubernur memberikan nomor register atas Ran-
cangan Perda Kabupaten/Kota yang telah dieval-
uasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(3), Pasal 25 ayat (7), Pasal 33 ayat {3), Pasal
41 ayat (4), Pasal 44 ayat (3), Pasal 48 ayat (3)
Pasal 51 ayat {3), Pasal 60 ayat (5}, Pasal 62
ayat (4).
Gubernur menyampaikan, Rancangan Perda Ka-
bupaten/Kota yang telah diberikan nomor regis-
ter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
Menteri untuk mendapatkan kode desa atau kode
kelurahan. :
Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilengkapi dengan dokumen:
a. hasil evaluasi oleh Gubernur;
b. Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang telaﬁ

mendapatkan nomor register;

¢. hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerin- |

tahan Desa;
d. berita acara.musyawarah Desa;
e. perkembangan pelaksanaan Desa persiapan;
f. sarana dan prasarana pemerintahan Desa per-
siapan;
g. dukungan anggaran Desa persiapan; dan
h. hasil kajian dan verifikasi Desa persiapan.

Pasal 72
Menteri memberikan kode desa dan kode kelura-
han.

Pemberian kode desa sebagaimana dimaksud |

pada ayat (1) didelegasikan kepada Direktur Jen-
deral Bina Pemerintahan Desa.
Pemberian kode kelurahan sebagaimana dimak-

sud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan per- |

aturan perundangundangan.

Direktur Jenderal Bina Pémerintahan Desa atas
nama Menteri menandatangani pemberian kode
desa.

Kode desa dan kode kelurahan sebagaimana di-.

maksud pada ayat {(3) dan ayat (4) dapat dilaku-
kan secara berkala setiap bulan Maret dan Sep-
tember dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
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Pasal 73
Dalam rangka penataan Desa, Menteri-memben-
tuk tim penataan Desa.
Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertu-
gas untuk melakukan klarifikasi atas kelengkapan
dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71
ayat (3}.
Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2} ditetap-
kan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 74

Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 71 ayat (3) dinyatakan lengkap,
Menteri memberikan kade desa.

Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 71 ayat (3) dinyatakan tidak leng-
kap, Menteri menyampaikan kembali kepada Gu-
bernur.

Pasal 75
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa me-
nyampaikan kode desa kepada Gubernur paling

lama 15 (lima belas) hari setelah permohonan-

pemberian kode desa diterima,

Gubernur menyampaikan kepada Bupati/Wali
Kota Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang
telah mendapatkan nomor register dari Gubernur
dan kode desa paiing lama 3 (tiga) hari setelah
kode desa diterima.

Bupati/Wali Kota menetapkan dan mengundang-
kan Perda Kabupaten/Kota yang telah mendapat
nomor register dari Gubernur dan kode desa atau
kode kelurahan dari Menteri paling lama 3 (tiga)
hari setelah nomor register dan kode desa atau
kode kelurahan diterima.

Berdasarkan Perda Kabupaten/Kota yang telah
ditetapkan dan diundangkan menjadi Perda Kabu-
paten/Kota sebagaimana dlmaksud pada ayat (3),
Bupati/Wali Kota mengangkat pegawal negeri
sipil di lingkungan pemerintah Daerah Kabupaten/
Kota sebagai penjabat Kepala Desa.

Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat {4} dilantik bersamaan dengan diresmi-
kannya Desa oleh Bupati/Wali Kota atau pejabat
yang ditunjuk.

Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) melakukan tugas, wewenang, dan
kewajiban yang sama dengan Kepala Desa.

{7)

(1}

(2}

{3)

(4)

(1)

Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat {6) paling lama 3 {tiga) bulan setelah
pelantikan melakukan antara Jain:
a. menyelenggarakan pemerintahan Desa;
b. membentuk struktur organisasi dan tata kerja
pemerintah Desa;
¢. mengangkat perangkat Desa;
d. memfasilitasi pengisian anggota Badan Per-
musyawaratan Desa;
€. membentuk lembaga adat dan pembentukan
lembaga kemasy'arakatan lainnya; dan
f. memfasilitasi pemilihan Kepala Desa seren-
tak. , -
BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 76
Kepala Desa di Desa induk vang dimekarkan atau
penggabungan bagian Desa tetap sebagai Kepala
Desa dan untuk Desa persiapan atau Desa ha-
sil penggabungan bagian Desa diahgkat penjabat
Kepala Desa.
Kepala Desa di Desa induk dari beberapa Desa
vang bergabung diberhentikan dan dltunjuk pen-
jabat Kepala Desa.
Kepala Desa dari Desa yang dihapus atau men-
jadi Kelurahan atau Desa adat diberhentikan dan
ditunjuk kepala Kelurahan atau penjabat Kepala .
Desa adat. 1
Untuk Kelurahan yang berubah status menjadi
Desa atau Desa adat menjadi Desa, kepala Kelu-
rahan diangkat menjadi penjabat Kepala Desa dan
Kepala Desa adat vang berubah status diberhenti-
kan dan diangkat penjabat Kepala Desa dari unsur
Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 77

Perangkat Desa dan anggota Badan Permusy:
awaratan Desa yang berdomisili di Desa hasil
pemekaran, Desa persiapan, penggabungan ba-
gian Desa menjadi perangkat Desa dan anggota
Badan Permusyawaratan Desa di Desa hasil
pemekaran, Desa persiapan, penggabungan ba- |
gian Desa.

Perangkat desa dan anggota Badan Permusy-
awaratan Desa hasil penggabungan beberapa
Desa tetap menjadl perangkat Desa dan anggota
Badan Permusyawaratan Desa hasil penggabun-
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{3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(m

(2}

{(m

" PENGUMUMAN / PERATURAN

PEMERINTAH

gan beberapa Desa disesuaikan dengan kebutu-
han berdasarkan kesepakatan.

Perangkat Desa dan anggota Badan Permusy-
awaratan Desa dari Desa yang berubah status
menjadi Kelurahan/Desa adat diberhentikan den-
gan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Untuk perangkat Desa dan anggota Badan Per-
musyawaratan Desa di Desa hasil perubahan sta-
tus Kelurahan menjadi Desa diangkat sesuai den-
gan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78
Ketentuan lebih lanjut mengenai aset Desa dari
Desa hasil - pemekaran/penggabungan bagian

Desa atau penggabungan beberapa bagian Desa |

diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota.

Aset Desa dari Desa hasil penghapusan atau
perubahan status menjadi Kelurahan ditetapkan
menjadi barang inventaris dan kekayaan milik
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Aset Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang
dikelola oleh Kelurahan yang berubah status men-
jadi Desa, ditetapkan menjadi barang inventaris
dan aset Desa.

Serah terima aset Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2} dan ayat {3) dalam bentuk
penandatanganan berita acara serah terima.

Pasal 79

Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuan-
gan Desa yang berubah status dari Desa menjadi
Kelurahan dilaporkan Kepala Desa kepada Bupati/
Wali Kota.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) se-
lambatlambatnya pada saat peresmian perubahan
status tersebut.

Pasal 80
Ketentuan mengenai:
a. format evaluasi tingkat perkembangan pemer-
intahan Desa;
b. format bherita acara;
c. format kode register Desa persiapan; dan .
d. format nomor registrasi Desa peraturan dae-
rah Kabupaten/Kota oleh Gubernur;
tercantum dalam Lampiran yang merupakan ba-
gian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Tata cara pemberian kode desa dan standar op-
erasional prosedur pemberian kode desa berpedo-
man pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 81
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2B Tahun
2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Peng-
gabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi
Kelurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 82

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-
gal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indo-
nesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2017
MENTER! DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2017.
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2017 NOMOR 155.

Catatan Redaksi :
- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.
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